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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang masalah 

Perkembangan ekonomi yang terjadi saat ini memberikan dampak 

terhadap perpajakan, karena wajib pajak dapat melakukan pengurangan pajak 

yang seharusnya dibayarkan oleh wajib pajak dengan berbagai macam cara, 

baik yang dilakukan  secara legal  maupun  ilegal,  salah  satunya  dengan  

melakukan  transfer  pricing.  Menurut undang-undang perpajakan istilah 

transfer pricing adalah transaksi yang dilakukan antar pihak yang memiliki 

hubungan istimewa.   Dengan   adanya   hubungan   istimewa tersebut mereka   

dapat   merekayasa   besarnya   pajak   yang seharusnya  dibayar  oleh  wajib  

pajak. Transfer  pricing  memungkinkan  perusahaan  untuk  menghindari  

pajak berganda  dantransaksi  ini  dilakukan  dengan  entitas  berelasi  yang  

berada dinegara  lain  dengan  tujuan untuk menurunkan jumlah pajak yang 

dibayar oleh suatu entitas Saraswati dan Sujana (2017: 1). 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membongkar motif sebanyak 2.000 

perusahaan multinasional atau asing yang   teridentifikasi   mengemplang   

pajak. Rata –rata   perusahaan   tersebutmenunggak   pajak   jenis   Pajak 

Penghasilan (PPh) badan pasal 25 dan 29.Yang dimaksud tidak membayar 

pajak adalah mereka tidak membayar pajak  PPh  pasal  25  dan  29  karena  

alasan  merugi  terus  menerus,  padahal  perusahaannya  masih ada.  Menurut 

Direktur  Pelayanan  dan  Penyuluhan Hubungan  Masyarakat  (P2  Humas)  

DJP  Mekar  Satria  Utama,  rata –rata 2.000  perusahaan  asing  tersebut 
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menggunakan  modus  transfer  pricing. Tujuannya,  pertama,  untuk  

mengakali jumlah profit sehingga  pembayaran pajakdan pembagian deviden 

menjadirendah. Kedua, menggelembungkan profit untuk memoles (window-

dressing) laporan keungan. Dari praktik ini negara dirugikan triliunan rupiah 

karena  praktek  transfer  pricing  perusahaan  asing  di  Indonesia. 

Perusahaan multinasional semakin berkembang dan memiliki jaringan 

bisnis global yang semakin meluas.Bisnis dalam skala global lebih memiliki 

perkembangan yang begitu cepat dibandingkan hanya bisnis dalam skala 

domestik.Perusahaan multinasional yang melakukan transaksi internasioal 

memiliki permasalahan tarif pajak yang berbeda-beda di setiap negara.Tarif 

pajak yang berbeda-beda di setiap negara inilah yang menjadikan motivasi 

bagi para pelaku bisnis perusahaan multinasional untuk melakukan praktik 

transfer pricing. 

Transfer pricing merupakan harga transfer atas harga jual barang dan jasa 

kepada anak perusahaan atau kepada pihak yang berelasi dan mempunyai 

hubungan istimewa yang berlokasi di berbagai negara. Tujuan penetapan 

harga transfer adalah untuk mentransmisikan data keuangan di antara divisi – 

divisi perusahaan pada waktu mereka saling menggunakan barang dan jasa 

satu sama lain (Gusnardi, 2009). 

R. Feinschreiber, dalam Darussalam, et al., (2013) mengemukakan 

transfer pricing dalam perspektif perpajakan, adalah suatu kebijakan harga 

dalam transaksi yang dilakukan pihak-pihak yang mempunyai hubungan 
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istimewa. Dalam praktek bisnis,transfer pricing sering dilakukan perusahaan 

multinasional yang berada satu grup dengan perusahaan tersebut.  

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan dalam negeri yang sangat 

diharapkan eksistensinya dalam menunjang pembelanjaan negara dan 

pembangunan nasional.Secara umum, suatu negara yang ingin berhasil dalam 

melaksanakan pembangunannya harus didukung oleh sumber pendanaan yang 

kuat.Oleh karena itu, pajak dipungut pemerintah yang berdasarkan undang-

undang kepada wajib pajak yang merupakan suatu kewajiban yang harus 

dipenuhi oleh setiap rakyat sebagai bentuk peran serta dalam pembangunan 

negaranya. Sektor publik memerlukan dana yang sangat besar untuk 

membiayai pembangunan dan dana ini sebagian besar dari pajak (Sugeng, 

2011: 212). 

Soemitro dalam Agoes (2019: 6) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas 

negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak 

mendapat jasa timbal-balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukkan, 

dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 

 Kewajiban dalam melakukan pembayaran pajak menjadi hal mutlak yang 

harus dipenuhi oleh setiap warga negara, karena pajak merupakan investasi 

yang dibayarkan kepada pemerintah untuk melakukan pembangunan yang 

bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.Pajak mengalir ke kas 

Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk 

public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public 

investment(Waluyo, 2011: 3). Apabila pajak tidak dibayarkan ke kas 
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negara,akan terjadi ketimpangan dalam pembangunan, yang berujung pada 

tidak dapat terwujudnya kemakmuran rakyat. Tanpa pajak, sebagian besar 

kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Salah satu jenis pajak yaitu 

Pajak Penghasilan (PPh), yang dapat dikenakan langsung kepada wajib pajak 

yang terdiri dari orang pribadi, warisan, badan, atau bentuk usaha tetap 

menurut Undang – Undang No 36 Tahun 2008 tentang PPh. 

Undang-undang PPh mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap 

subjek dalam hal ini badan atau perusahaan, pajak berkenaan dengan 

penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.Badan 

tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperolehpenghasilan.Badan 

yang telah menerima atau memperoleh penghasilan selanjutnya disebut wajib 

pajak badan. Menurut Suandy (2010:7), pajak penghasilan adalah pajak yang 

dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau 

diperolehnya dalam tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektif dimulai 

atau berakhir dalam tahun pajak. Sedangkan PPh Badan adalah pajak yang 

dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Badan seperti 

yang dimaksud dalam UU KUP. 

Bagi perusahaan, pajak bukanlah beban.Dimana terdapat perbedaan 

kepentingan yang terjadi antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan 

perusahaan sebagai pembayar pajak, maka tidak dipungkiri ada indikasi 

praktik-praktik guna menghindari pembayaran pajak yang besar yang 

dilakukan oleh perusahaan selaku wajib pajak. 
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Terdapat berbagai cara yang bisa dilakukan perusahaan dalam 

meminimalisir beban pajak secara legal yang masih diperbolehkan sesuai 

dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Salah satunya dengan melakukan 

transfer princing. Pembayaran pajak sebagai perwujudan dari kewajiban 

kenegaraan dan peran serta sebagai bentuk kontribusi dalam pembangunan 

nasional menyatakan bahwa untuk meminimalisir beban pajak, perusahaan 

cenderung menggeser kewajiban pajak dari negara dengan tarif pajak yang 

tinggi ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Salah satu mekanisme 

yang dapat digunakan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak adalah 

dengan menerapkan transfer pricing (Nadya, 2019)  

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh 

laba. Pengukuran profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya 

dengan menggunakan Return On Asset (ROA). Return On Asset (ROA) 

adalah suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, 

semakin tinggi nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka 

performa keuangan perusahaan dikategorikan baik, semakin baik pengelolaan 

asset suatu perusahaan dan semakin besar juga laba yang diperoleh 

perusahaan. Ketika perusahaan memperoleh laba yang besar maka pajak yang 

ditanggung oleh perusahaan pun semakin besar sesuai dengan peningkatan 

laba perusahaan, sehingga cenderung akan melakukan penghindaran pajak 

dengan modus praktik transfer pricing untuk meminimalisir pembayaran 

pajak yang ditanggung (Sari dan Mubarok, 2018) 
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Leverage adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset 

perusahaan dibiayai dengan hutang, dengan kata lain sejauh mana 

kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka 

pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi) 

(Kasmir, 2012). Semakin besar hutang perusahaan maka beban pajak akan 

menjadi lebih kecil karena bertambahnya unsur biaya usaha dan pengurangan 

tersebut sangat berarti bagi perusahaan yang terkena pajak tinggi. Oleh karena 

itu, semakin tinggi tarif bunga maka semakin besar keuntungan yang akan 

diperoleh perusahaan dari penggunaan hutang tersebut. Dalam penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Richardson et al (2013) yang hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa leverage berpengaruh terhadap transfer 

pricing. 

Fenomena praktik transfer pricing yang dilakukan perusahaan 

multinasional dengan tujuan untuk penghindaran pajak yang terjadi di 

Indonesia sebagai berikut:Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan 

(DJP Kemenkeu) menyatakan sebanyak 2.000 perusahaan multinasional yang 

beroperasi di Indonesia tidak membayar Pajak Penghasilan (PPh). Perusahaan 

asing tersebut menggunakan tiga modus utama supaya bisa mangkir dari 

kewajiban menyetor pajak di Indonesia. Direktur Jenderal Pajak, 

KenDwijugiasteadi saat Konferensi Pers Pelantikan Pemeriksa Pajak 

mengungkapkan, DJP harus menelusuri lebih dalam terkait kebenaran hal 

tersebut. Menurut Ken, sebanyak 2.000 perusahaan multinasional 

mengemplang pajak PPh Badan 25 dan 29. Sementara pajak lainnya, diakui 
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Ken, perusahaan asing tersebut memenuhi kewajiban.Sebanyak 2.000 PMA 

tersebut, sambungnya, terdiri dari perusahaan di sektor perdagangan, dan 

sebagainya. Ken menegaskan, perusahaan asing ini tidak membayar pajak 

selama 10 tahun.  

 Praktik penghindaran pajak ini dilakukan dengan modus transfer pricing 

atau mengalihkan keuntungan atau laba kena pajak dari Indonesia ke negara 

lain. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan 

Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Mekar Satria Utama menambahkan, 

bukan hanya itu modus yang dilakukan oleh 2000 PMA tersebut modus 

pengurangan laba pun terjadi karena pembayaran royalti dan pembelian bahan 

baku yang tidak wajar dan penjualan, sebanyak 2.000 perusahaan terindikasi 

menghindari pajak karena alasan merugi terus-menerus. Ada tiga penyebab 

utama. 

Pertama, lanjutnya, perusahaan tersebut merupakan perusahaan afiliasi 

yang induk perusahaannya berada di luar negeri sehingga sangat rawan terjadi 

proses transfer pricing.DJP mempertanyakan pembayaran royalti yang tetap 

disetorkan anak usahanya di Indonesia kepada induk perusahaannya."Ada 

perbedaan tarif antara kita dan negara partner sehingga mereka menjual 

dengan harga murah. Mereka membeli bahan baku dengan harga lebih tinggi. 

Jadi perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia mengalami rugi, tapi 

perusahaan di luar negeri untung. 

Kedua, ribuan perusahaan multinasional itu merugi karena banyak 

perusahaan tersebut mendapatkan fasilitas insentif pajak, seperti tax 
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holidaydan tax allowance saat pengajuan izin ke Badan Koordinasi 

Penanaman Modal (BKPM).Pada waktu pengajuan pengaduan, perusahaan 

ini kerap meninggikan biaya pembelian barang modalnya."Tapi saat insentif 

pajak habis, sudah terakumulasi pembelian barang modal yang sangat tinggi, 

sehingga menyebabkan tingginya biaya penyusutan.Akhirnya depresiasi 

meningkat dan yang terjadi perusahaan itu mengalami kerugian bertambah 

dan terus menerus," tuturnya. 

Ketiga, diakui Mekar, perusahaan itu sering berganti nama. Tujuannya 

untuk mendapatkan kembali insentif pajak dan akhirnya perusahaan tersebut 

bisa menjadi rugi lagi."Tiga penyebab ini yang kita identifikasi.Tapi kita 

sudah buat unit transformasi khusus di DJP.Pada tahun 2014 - 2015, 

pemeriksaan transfer pricing cukup signifikan puluhan triliun yang menjadi 

dasar koreksinya," Edi bilang, DJP Kemenkeu telah berkoordinasi dengan 

BKPM dan pihak-pihak terkait untuk melakukan pencegahan terhadap praktik 

transfer pricing maupun penghindaran pajak. 

Berdasarkan kasus di atas dapat dijelaskan bahwa Direktorat Jenderal 

Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyatakan sebanyak 2.000 

perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia tidak membayar Pajak 

Penghasilan (PPh) Badan Pasal 25 dan Pasal 29 karena alasan merugi, 

penghindaran pajak dilakukan dengan modus praktik transfer pricing atau 

mengalihkan keuntungan atau laba kena pajak dari Indonesia ke negara lain 

dan juga ditemukan modus pengurangan laba pun terjadi karena pembayaran 

royalti dan pembelian bahan baku yang tidak wajar dan penjualan. Praktik 
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transfer pricing mengakibatkan pembayaran pajak menjadi lebih rendah 

dengan memanfaatkan tarif pajak negarayang lebih rendah. 

Fenomena selanjutnya adalah Jakarta, 2017 CNN Indonesia – pemerintah 

mengutuk wajib pajak yang melakukan manipulasi harga transfer (transfer 

pricing) untuk penggelapan pajak. Manipulasi transfer pricing bisa dilakukan 

oleh suatu perusahaan dalam satu group yang beroperasi di negara – negara 

yang memiliki perbedaan sistem pajak. Manipulasi tersebut melibatkan 

aktivitas penetapan harga yang tidak wajar, skema transaksi dan struktur 

usaha artifisial. Hal tersebut bisa mengecilkan profit setelah pajak karena 

menggerus basis pajak dan mengalihkan laba ke perusahaan di negara lain. 

Transfer pricing sebenarnya tidak dilarang selama tidak bertujuan untuk 

sengaja menggelapkan pajak. Sayangnya, transfer pricing memberi peluang 

bagi wajib pajak untuk memanipulasi besar kewajiban pajaknya. “Transfer 

pricing ini, terus terang, kadang banyak disalahgunakan untuk mencoba 

mengecilkan atau men-shifting point yang seharusnya menjadi bagian untuk 

membayar pajak. Dengan dikeluarkannya Base Erosianand Profit Shifting 

(BEPS) Action oleh Organization for Economic Cooperation and 

Development (OECD), negara – negara yang tergabung di G-20 sepakat untuk 

menutup lubang (loophole) transfer pricing dengan menciptakan dunia 

perpajakan internasional yang lebih transparan. Khusus untuk Indonesia, 

pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 

213/PMK.02/2016 tentang Jenis Dokumen dan atau Informasi Tambahan 
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yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan dengan Para Pihak 

yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan Tata Cara Pengelolaannya.  

Fenomena terakhir tentang praktik transfer pricing yang dilakukan 

perusahaan multinasional salah satunya Astra Internasional Tbk (ASII) yang 

salah satu anak perusahaannya yaitu PT Toyota Motor Manufacturing 

Indonesia (TMMIN) mengumumkan kinerja ekspor mobil utuh atau 

completely built up (CBU) mereka pada tahun lalu. Jumlahnya mencatat rekor 

yakni lebih dari 118 ribu unit. Jumlah ini setara dengan 70 persen total ekspor 

kendaraan dari Indonesia tahun lalu. Jika ditambah dengan produk mobil 

terurai atau complete knock down (CKD) dan komponen kendaraan, maka 

nilai ekspor pabrik mobil yang 95 persen sahamnya dikuasai Toyota Motor 

Corporation (TMC) Jepang tersebut mencapai US$ 1,7 miliar atau sekitar Rp 

17 triliun. Sayang, ada noda tersembunyi di balik gemerlap prestasi itu. 

 Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memiliki bukti bahwa 

Toyota Motor Manufacturing memanfaatkan transaksi antar-perusahaan 

terafiliasi di dalam dan luar negeri untuk menghindari pembayaran 

pajak.Istilah bekennya transfer pricing. Modusnya sederhana yaitu 

memindahkan beban keuntungan berlebih dari satu negara ke negara lain 

yang menerapkan tarif pajak lebih murah (tax heaven). Pemindahan beban 

dilakukan dengan memanipulasi harga secara tidak wajar.  

Berdasarkan fenomena di atas dapat dijelaskan bahwa Astra Internasional 

Tbk (ASII) yang salah satu anak perusahaannya yaitu PT Toyota Motor 

Manufacturing Indonesia menghindari pajak dengan modus memindahkan 
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beban keuntungan berlebih dari satu negara ke negara lain yang menerapkan 

tarif pajak lebih murah (tax heaven). Berdasarkan fenomena – fenomena di 

atas pada umumnya terkait praktik transfer pricing yang dilakukan oleh 

perusahaan multinasional dengan tujuan untuk menghindari pajak. Praktik 

transfer pricing sebenarnya tidak dilarang selama tidak bertujuan untuk 

penghindaran pajak, walaupun dalam Undang – Undang Perpajakan bahwa 

penghindaran pajak bukan suatu pelanggaran karena hal tersebut merupakan 

usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan atau 

meringankan beban pajak yang dilakukan dengan cara yang dimungkinkan 

oleh Undang – Undang Perpajakan (Kurniasih dan Sari, 2013).  

Oleh karena itu, persoalan praktik transfer pricing merupakan persoalan 

yang rumit dan unik.Hal tersebut merupakan alasan penulis tertarik untuk 

meneliti tentang transfer pricing. Terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan praktik transfer pricing 

dengan tujuan menghindari kewajiban perpajakannya antara lain, 

profitabilitas dan leverage. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rachmat Deant (2018) menunjukkan hasil 

bahwa semakin tingginya pajak, maka keputusan perusahaan untuk 

melakukan transfer princing  dengan pihak yang memiliki hubungan 

istimewa akan meningat. 

Penelitian yang dilakukan Anisa dan Naniek (2018) menunjukkan hasil 

bahwa dengan meningkatnya profitabilitas suatu perusahaan menyebabkan 
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kewajiban pada sektor pajak juga meningkat dan memicu perusahaan dalam 

menghindari kewajiban tersebut dengan cara melakukan transfer princing. 

Penelitian yang dilakukan oleh Richardson et al (2013) menunjukkan hasil 

bahwa variabel leverage berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing 

Penambahan jumlah hutang akan mengakibatkan munculnya beban bunga 

yang harus di bayarkan perusahaan dan beban bunga akan mengurangi laba 

sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayarkan 

perusahaan akan berkurang sehingga pajak lebih agresif dalam tindakan 

transfer princing. 

Dalam perusahaan subsektor industri tekstil dan garmen merupakan objek 

sampel yang digunakan oleh peneliti, alasannya adalah perusahaan yang 

berskala besar jika dibandingkan dengan perusahaan lain sehingga dapat 

melakukan perbandingan antara perusahaan satu dengan perusahaan lain. 

Perusahaan subsektor industri tekstil dan garmen juga memiliki saham yang 

tahan terhadap krisis ekonomi. 

Bursa Efek Indonesia merupakan lembaga yang dapat mengawasi 

perusahaan yang melakukan transfer princing, saya melihat transfer princing 

pada subsektor industri tekstil dan garmen yang  terdaftar di bursa efek 

indonesia (BEI). Hal ini dapat dilihat pada tabel I.1 berikut ini 
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Tabel I.1  

Proposi Nilai dari  Pajak Penghasilan Badan, Profitabilitas, Leverage dan 

Transfer pricing  

No 
Kode 

Perusahaan 
Tahun 

Pajak Penghasilan 

Badan 

(dalam milyaran 

rupiah Profitabilitas Leverage 

Transfer 

Princing 

 

ROA DER RTP 

1 SRIL 2016 2,97112 0,03225 1,67290 0,11206 

 
 2017                       3,96901  0,05703 1,69790 0,12677 

    2018                     13,25119  0,06198 1,64267 0,18781 

    2019                     16,23049  0,05621 1,63090 0,13184 

  2020                     18,37893  0,07025 1,73664 0,12093 

2 STAR 2016                   12,25119 0,00080 0,24306 0,00264 

 
 2017                   880,42475  0,00097 0,25378 0,62954 

    2018                   608,57176  0,00105 0,25359 0,61848 

    2019                   535,42108  0,00147 0,18325 0,81851 

  2020                       2,37893 0,00289 0,19646 0,00280 

3 TRIS 2016                       3,56468  0,01207 0,18773 0,03565 

  2017                       4,07917  0,01391 0,67010 0,06206 

    2018                       3,19228  0,02341 0,86061 0,08850 

    2019                       1,37893  0,02025 0,73664 0,12093 

  2020                       1,84667  0,02972 0,02881 0,01941 

4 INDR 2016                   221,48275  0,00989 0,60646 0,10280 

  2017                   698,59200  0,00225 1,77290 0,16206 

    2018                   248,51150  0,07797 1,30623 0,09564 

    2019                       2,84667  0,04972 1,02881 0,01941 

  2020                       2,71576  0,03772 1,03846 0,01883 

5 UNIT 2016                   221,48275  0,01989 0,70646 0,00380 

  2017                   269,80928  0,01543 0,73851 0,00308 

    2018                   321,48275  0,05989 0,70646 0,00280 

    2019                   524,78326  0,00010 0,69306 0,00264 

  2020                   421,48275  0,00989 0,60646 0,00249 

6 BELL 2016                       1,61476  0,02989 0,70646 0,02280 

  2017                       1,71576  0,02772 1,16846 0,03883 

    2018                       1,60622  0,04108 0,94462 0,04626 

    2019                       1,59158  0,03929 0,97155 0,06339 

  2020                       1,54667  0,03772 0,82881 0,05941 

7 RICY 2016                       3,60622  0,01108 1,94462 0,04626 

  2017                       3,66468  0,01207 2,18773 0,23565 

    2018                       7,36174  0,01200 2,46049 0,29025 



14 
 

 
 

    2019                       6,07468  0,01063 2,54255 0,35189 

  2020 4,97112 0,03225 1,67290 0,21206 

8. PBRX 2016                       3,96901  0,05703 1,59790 0,12677 

  2017 2,42201 0,23954 1,44191 0,27438 

 
 2018 4,13302 0,27325 1,31082 0,37649 

 
 2019 1.01114 0,48416 1,27793 0,66950 

  2020                   2,25119 0,01080 1,24306 0,50264 

Sumber: data di olah peneliti, 2020 

Berdasarkan Tabel I.1  pada perusahaan STAR, UNIT  menunjukkan 

bahwa Pajak Penghasilan Badan memiliki nilai yang tinggi dibandingkan 

dengan perusahaan lainya ini terlihat dalam 3 tahun berturut-turut. 

Perusahaan tersebut memiliki nilai yang  tinggi dalam  waktu 3 tahun 

tersebut. Tingginya pajak penghasilan  badan dalam perusahaan tersebut 

membuat perusahaan STAR dan UNIT melakukan kegiatan transfer pricing 

ke anggota atau anak perusahaannya. Pada perusahaan STAR, menunjukan 

bahwa profitabilitas dalam 3 tahun berturut-turut mengalami kenaikan ini 

menujukan bahwa semakin besar profitabilitas yang dimiliki maka semakin 

besar kemungkinan untuk melakukan transfer pricing. Pada perusahaan 

RICY menunjukan nilai Debt Equity Ratio (DER) tinggi pada tahun 2019 

sebesar 2,54255 ini menunjukan bahwa semakin tinggi nilai DER pada 

perusahaan maka semakin tinggi perusahaan tersebut untuk melakukan 

kegiatan transfer pricing. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, dengan 

memperluas tahun penelitian dari tahun 2016-2020 maka peneliti termotivasi 

untuk meneliti kembali dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Pajak 

penghasilan badan, Profitabilitas, Leverage Terhadap Transfer pricing 
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(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Industri Tekstil 

dan Garmen yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang 

dapat diambil dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaruh pajak 

penghasilan badan, profitabilitas, leverage terhadap transfer pricing? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengaruh pajak 

penghasilan badan, profitabilitas, leverage terhadap transfer pricing. 

D. Manfaat penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang 

terkait sebagai berikut:  

1. Bagi penulis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan, serta 

menambah pengetahuan penulis pengaruh pajak penghasilan badan, 

profitabilitas, leverage terhadap transfer pricing sub-sektor industri tekstil 

dan garmen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2020. 

2. Bagi perusahaan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi 

perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia terutama pada bidang Sub 

Sektor Industri Tekstill dan Garmen dalam pengaruh pajak pajak 



16 
 

 
 

penghasilan badan, profitabilitas, leverage terhadap transfer pricing sub-

sektor industri tekstil dan garmen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) tahun 2016-2020. 

3. Bagi Almamater 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi, 

dan sebagai bahan perbandingan, serta sebagai informasi tambahan maupun 

perbandingan dalam melakukan penelitian selanjutnya mengenai pengaruh 

pajak penghasilan badan, profitabilitas, leverage terhadap transfer pricing. 
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